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Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IT di Kalimantan (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun ]953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Menimbang: a. bahwa sebagai peJaksanaan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahuri 2003 ten lang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Governrnent, setiap
Oubemur dan BupatijWalikota diamanatkan untuk
rnengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
tugas, fungsi dan kewenangannya masing-rnasing guna
terlaksananya pengembangan e-Govemment secara
Nasional;

b. bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya
untuk menyelenggarakan ke Pemerintahan yang berbasis
pada pernanfaatan teknologi lcomunikasi clan informasi
dalarn proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan ;

c. bahwa penyelenggaraan e-Gouernmeni terrnasuk dalam
urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana yang
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan e
Government;
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnforrnasi
dan Trarisaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nornor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Nornor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diu bah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nornor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor
58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pernerintah Nomor 82 Tahun 2012 tenlang
Penyelenggaraan Sistenr dan Transaksi Elektronik
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5348.);

7. lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan e-Gouemmeni;

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036);

9. Peratu ran Daerah Kota Banjarmasin Nornor 3 Tahun 2014
ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

10.Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 7 Tahun 20] 6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (LernbaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nornor 7, Tambahan Lernbaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
'2018 (Lernbaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017
Nomor 17).
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANO PENYELENGOARAAN

E-GOVERNMENT.
BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
l.. Daerah .adalab Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarrnasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarmasin.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pernerintahan
di Kola Banjarrnasin.

5. Sumber Daya Manusia Teknologi lnformasi dan Komunikasi yang
selanjutnya disingkat SDM TiK adalah orang yang telah rnemiliki
kemampuan dan pengetahuan tentang Teknologi lnforrnasi dan
Komunikasi.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, lnformatika dan
Statistik yang selanjutnya disebut SKPD Korninfotik adalah Unsur
Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang
Komurrikasi, Informatika dan Statistik.

7. E-Gollen1.men:t adalah pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Komunikasi
untuk rneningkatkan efisiensi, efektivitas, transparasi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pernerintah.

8. Kornunikasi adalah penyarnpaian informaei dari satu pihak ke pihak yang
lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non
elektronik.

9. lnforrnatika adalah pemanfaatan perangkat berkernampuan komputasi
untuk mengurnpulkan data, mernproses dan menyimpan basiJ pemrosesan
data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan
informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran
inforrnasi.

10, Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TII(
adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
mernproses, mengumurnkan, menganalisis danZatau menyebarkan data
dan informasi dengan rnenggunakan perangkat kornputer.

1l. Rencana Induk adalah sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian
uraian korporasi kebijakan sebuah organisasi. Rencana tersebut rnemiliki
tujuan-tujuan jangka panjang dan mernpunyai ruang lingkup yang sangat
luas.

12. Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi
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1. Maksud ditetapkarmya Peraturan Walikota ini adalah :

a, sebagai acuan dan dasar dalarn penyelenggaraan e-Governrnent di Kota
Banjarmasin;

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna
SPBE.

13. Pengguna SPBE adalah semua pernangku lepentingan yang mernanfaatkan
layanan SPBE, antara lain pernerintah, masyarakat, dan pelaku usaha:

14. Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha,
Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola,
dan/atau mengoperasikan sistern inforrnasi secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama kepada Pengguna Sietern Informasi untuk keperluan
dirinya dan Zatau keperluan pihak lain.

1S. Tatakelola e-Gouernment adalah surnberdaya 1'iK berupa perencanaan,
kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisrne
pelaksanaan pekerjaan terkait TIl(.

16. Sistern Informasi e-Gouernmeni adalah sumberdaya TIK berupa data,
informasi dan perangkat lunak.

] 7. lnfrastruktur e-Gouernment adalah sarana dan prasarana TIK berupa
perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub,
router, laptop, desktop) perangkat copy dan cetak.

18. Cetak Biru Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan
pada bidang Tatakelola, Sistern Informasi dan infrastruktur.

19'. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemerruhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

20. Walidata adalah SKPD yang merniliki data sesuai tugas dan fungsinya.

21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagairnana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

22. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukurn yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan /atau media elektronik
Iainnya.

23, Sertifikat Elektronik adaJab sertifikat yang bersifat elektronik yang
mernuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status
subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan
oleh penyeJenggara sertifikasi elektronik.

BABIl
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
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(1) Setiap SKPD membuat rencana aksi pelaksanaan e-Gouernment sesuai
Cetak Biru Pengembangan e-Govemmeni yang apesifik, terukur, dan
realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.

(2) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
a. penjabaran 'kegiatan yang akan dilaksanakan;

(2) Penyusunan Cetak Biru pengembangan e-Government sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPDKominfotik dengan melibatkan
setiap SKPD dalam rnemberikan informasi kebutuhan TIl<.sesuai tugas dan
fungsinya.

(3) Cetak Biru e-Oouemmeni berlaku 5 (lima) tahun clan dapat ditinjau ulang
1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuban.

Pasa15

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Basal 4 huruf a berbentuk
Cetak Biru Pengembangan e-Gouernmeni yang, Rencana Pernbangunan
.Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah
(RKPD).

BABIIl
RUANO LINGKUP

Pasal3
Ruang lingkup Peraturan Walikota irri adalah pacta penyelenggaraan e
Government Pernerintah Kota Banjarmasin.

SABrV
PERENCANAAN

Pasa14

b. menjamin terlaksananya pernanfaatan TIK secara benar, efisien, efektif
dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan e
Government menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis
TIl{;

b. mengatur penataan sistern jaringan internet dan intranet sebagai
fasilitas utama dalarn pengaliran data dan informasi;

c. mengatur pemanfaatan sarana TIK di lingkungan Pemeri ntah Kota
Banjarmasin;

d. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;

e. menjamin penggunaan sumber daya inIormasi di Pernerintah Kota
Banjarmasin berdasarkan kriteria informasi yang berlaku;

f. melindungi dan mengamankan data, informasi, perangkat keras
perangkat Iunak serta produk-produk TIl< lainnya yang dimiliki
Pemerintah Kota Banjarmasin.
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BAS VI
KELEMBAGAAN

Pasal7
(J) Penyelenggaraan e-Gouernmeni dilaksanakan oleh seluruh SKPD;
(2) SKPDmenjamin:

a. terseclianya perjanjian tingkat lay anan (seuice level agreement)
penyelenggaraan sistern elektron iknya;

'b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang
diselenggarakarmya;

c. setiap kornponen sistern elektronik beroperasi sebagairnana rnestinya;
dan

d. keterpaduan operasional sistem elektroruk:
Pasal8

(1) SKPD penyelenggara e-Gouernmeni memiliki Sumber Daya Manusia ~SDM)
PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TrK.

(2) Pelaksana teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh
tenaga non PNS sesuai dengan standar kornpetensi yang dibutuhlcan.

(3') Pengembangan SDM TIl{ di setiap SKPD dilakukan dengan cara antara
Jain:
a. menaikkan jenjang pendidikan formal;

b. birnbingan telcnis; atau
c. pendidikan dan latihan teknis.

(4) Penyelenggaraan pengernbangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan

BAB V
KEB[JAKAN

Pasa16
(1) Kebijakan Operasional meliputi :

a. SOP dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan ;

b. mernbentuk Tim Evaluasi Sistem Pernerintahan Berbasis Elektronik;
(2) evaluasi SPBE bertujuan untuk mengu kur kernajuan dan meningkatkan

kualitas Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pernerintah Kota Banjarmasin;

(3) evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh masing-masing
SKPDdiatur lebih lanjut dengan Keputusan WaJikota;

b. kerangka acuan kerja; dan
c. sumber daya yang dibutuhkan;

(3) Setiap SKPD dalarn pengadaan barang/jasa untuk kepentingan
penyelenggaraan e-Gouemmeni wajib mendapat verifikasi dari Dinas
Kornunikasi, lnformatika dan Statistik atau Dinas yang membidangi
urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
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PasaI 11
(1) Pirnpinan SKPD rnengajukan surat permohonan pernanfaatan data kepada

Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melarnpirkan
surat pernyataan Lintuk rnelindungi kerahasiaan dan. tidak
menyalahgunakan elata.

(2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:

a. penanggung jawab;
b. unit kerja;
c. maksud, tujuan, kegunaan: dan
d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.

BAB VII
S[STEM INFORMASI

Pasal 9
SKPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan furigsinya.

PasallO

(1) Setiap SKPD wajib melayani perrnintaan data dan informasi digital yang
dimilikinya kepada S,KPDlain.

(2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah
Walikota.

(3) SKPDdilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata.
(4') Setiap SKPD menjaga kearnanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi,

kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya
maupun data milik Walidata lain yang dirnanfaatkannya.

(5) Seluruh data dan inforrnasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data
yang dikelola SKPD Kominfotik.

(6) SKPD te.rmasuk SKPD Kominfotik tidak punya hak dan kewenangan
melakukan akses data tanpa izin dar; WaUdata atau perintah dari
Walikota.

Kepegawaian Daerah atau SKPD lain sesuai dengan rekomendasi dari
Dinas Korninfotik.

(5) Dalam hal promosi ataupun mu tasi pada setiap Surnber Daya Manusia Til{

di SKPD, pimpinan SKPD menjamin keberlangsungan sistern melalui SOP.

(6) SKPD Korninfotik harus memiliki SDM Tn( yang rnemiliki kornpetensi
sebagai:

a. pelaksana pendampingan pengernbangan sistem informasi
b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem inforrnasi ya.ng

dimiliki oleh Pernerintah Daerah;
c. atau pelaksana lain yang berhu bungan dengan ilK.
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Pasal 13
(1) Dinas Kominfotik berwenang mengatur pengembangan aplikasi,

infrastruktur Website dan pengelolaan e-mail.

(2) Setiap SKPDmengelola informasi layanan publik pada Website SKPD.

Pasal 12
(1) Pernbuatan dan pengernbangan aplikasi dilaksanakan oleh SKPD yang

sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pad a Cetak Biru
Pengembangan e-Gouemment Pemerintah Daerah.

(2) Sistem aplikasi dan transaksi elektronik rnenggunakan data center
terpusat yang dikelolaoleh Dinas Kominfotik.

(3) Aplikasi e-Gouernment yang dibuat harus dimanfaatkan sesuai dengan
tujuannya dan bisa diintegrasikan c1engan aplikasi e-Gouernmeni yang
lain.

(4) Pernbuatan dan Pengembangan Aplikasi e-Gouemment dapat bersifat
khusus dan Zatau urnum berbagi pakai sesuai dengan rencana induk
SPBE Pernerin tah Kota Banjarmasin.

(5) Pernbuatan dan Pengembangan aplikasi e-Gouernment yang dibiayai
rnelalui APBNatau APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka
dengan memenuhi ketentuan kearnanan inforrnasi.

(6) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi e-Gouertuneni bisa dinyatakan
sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan
yang rnengacu pada System Development Life Cycle (SDLC),paling sedikit
rnemuat:
R. dokumen perancangan proses bisnis, perancangan data, perancangan

aplikasi dan perancangan infrastruktur:
b. copy digital kode sumber;
c. dokurnen manual rnenjalankan sistern;
d. dokumen laporan hasil uji keamanan, performace dan debuqqinq yang
dilaksanakan oleh tim penguji clan telah dinyatakan lolos uji.

(7) Sernua hak cipta atas aplikasi e-Gouernment menjadi milik Pemerintah
Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleb Dinas
Kominfotik.

(8) Setiap SKPD dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi e-Gouernmeni
dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.

(9) Aplikasi e-Gouernment berbasis desktop dapat dikembangkan menjadi
aplikasi e-Gouernment berbasis website.

(10)Setiap SKPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap
penyelenggaraan layan an aplikasi e-Gouernmeni-ruja secara berkala.

(3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data
diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.
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BAB VIIl
JNFRASTRUKTUR TIK

Pasal 14
(l) Dinas Korninfotik menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur

TIK yanK diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan e-Gouernmeni:

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) dirnanfaatkan oleh
SKPDyang terdiri dan:

a. Pusat data dan Pusat Pernulihan Bencana yang selanjutnya disebur

Datacenter (DC)dan Disaster Recovery Center (DRC);
b. Jaringan backbone antar SKPD~
c. IP Publik dan bandwidth;
d. Routing;
e. Sistem pengamanan informaai;
f. Bandunth;
g. Penempatan server sistem informasi; dan
h. repository data/mforrnasi.

(3) Setiap kabel data di sernua SKPD yanK rnenghubungkan jaringan
komputer harus diberi label kode alamat antar 71Ode.

(4) Dinas Kominfotik berwenang mengatur pemanfaatan internet dan
mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SI(PD.

(5) Dinas Korninfotik bisa rnembuka akses situs yang terlarang apabila ada
pengajuan permintaan secara resrni dad SKPD dalam rangka
melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SKPD..

(6) Pengadaan perangkat baru Ztambahanypenggantian, harus kompatibel
dengan perangkat yang sudah ada.

(7) SKPD dapat rnenyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan mernelihara
infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu
berkoordinasi dengan SKPD Korninfotik.

(8) Infrastruktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) diantaranya
adalah:
a. Local Area Network (kabel, hub dan wifil;
b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak);

(3) Pengelo1a komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial

dan informasi publik lainnya dalam Website Daerah.

(4) Surat elektronik yang dikirim ke internal rnaupun eksternal Pemerintah
Kota Banjarmasin rnenggunakan alamat banjarmasinkota.go.id.

(5) Subdomain dimanfaatkan untuk Website SKPD1 produk ataupun layanan
Daerah.

{6} Subdornain sebagaimana dimaksud pacta ayat (5) harus terintegrasi
dengan domain banjarmasinkota.go.id.

(7) Semua domain dan subdornainnya ditempatkan di tempat yang disediakan
oleh SKPDKorninfotik.
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terekam dalam log setiap bulan;
c. Penggunaan beberapa program untuk rnendeteksi adanya penyusupan

(instruction detection);
d.Penggunaan firewall untuk mernbatasi port-port yang dapat diakses
internet dari dalam keluar untuk situs-situs tertentu yang dilarang;

e. Keharusan penggunaan peralatan switch yang memiJiki fungsi routed
access control list;

r. Penggunaan application-proxq firewall un tuk menyaring inforrnasi
inforrnasi yang melewati proxu server, dan

yanG_ b

(1) Pengelolaan teknologi informasi harus menjarnin keamanan pemanfaatan
infrastruktur teknologi informasi dari segala kemungkinan resiko yang
merugikan pengguna maupun Pemerintah Kota Banjarmasin.

(2) Pengarnanansistern jaringan rneliputi :

a. Penggunaan digest authentication pada web server,
b.Penyediaan fasilitas pengecekan terhadap kejadian-kejadian

Pasal 15

c. bandwidth lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
d. keamanan informasi internal SKPD.

(9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
hanya bisa dirnanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan
kedinasan.

(10)SKPD wajib mengirrventarisir seluruh perangkat TIK nya di dalam sistern
inforrnasi aset Pemerintah Daerah rnelalui SKPD yang membidangi Aset
Daerah.

(ll)SKPD Kominfotik menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistern
inforrnasi aset Pernerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka
evaluasi pengelolaan aset TIKDaerah.

(12)Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh SKPD
Korninfotik, hanya dapat bekerjasama dengan. pihak ketiga yang berbadan
hukum Indonesia.

(13)Pernbangunan pusat pemulihan data (disaster recovery center)
sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana
pemuli.han ben can a (disaster recovery plan) yang disusun oleh SKPD
Kominfotik.

(14) Back-up Data ataupun Disaster Recovery Center diletakkan dan
dikonfigurasi ditempat yang jauh dati pusat data darr/atau jauh dari
resiko terjadinya insiden keamanan inforrnasi.

(15)SKPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dan. pemerintah
pusar/provinsi atau lairmya berkoordinasi dengan SKPD Kominfotik untuk
dilakukan sinkronisasi integrasi sistern.
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BABX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasall1
(1) Pemerin tall Daerah melakukan pernbinaan, penga wasan dan pengenclalian

dalam penyelenggaraan e-Gotrernmetit rnelalui SKPD Kominfotik,

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud .pada ayat (11, melalui _koordinasi
secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan
pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Daerah, serta evaluasi
penyelenggaraan e-Gouernmetit.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);, melalui pembinaan
kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme
aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan,

a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
b. pengadaan dan instalasi;
c. pengelolaan operasion al ;
d. perneliharaan sistem;
e. pengembangan surnber daya manusia TIl{;
f. sosialisasi dan koordinasi;
g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengernbangan Ttl(

Pemerintah Daerah; dan,

h. kebutuhan Jain terkait pengernbangan e-Gouertimeni Daerah.
(,3)SKPD Kominfotik mernberikan rekomendasi teknis dan penganggaran

penyelenggaraan e-Gouernmerii Daerah.

BABIX
PEMBIAYAAN

Pasal16
(1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan e-Gouernment berasal dad

APBN, APBD darr/atau sumber lain yang sah.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk:

g. Penggunaan backup harddisk: secara keseluruhan untuk semua server
ke dalam tape backup database.

(.3)Pengamanan sistem operasi rneliputi :
a.Penggunaan server tanpa flash disk, untuk menghindari penyusup yang
dapat mengubah password root dengan menggunakan flash disk;

b. Keharusan penyediaan fungsi login pada setiap sistem operasi;
c. Penggunaan firewall dan IP internal pada server-server yang digunakan,
untuk mencegah akses dari luar;

d.Adanya sesi (session] untuk membatasi lamanya idle koneksi,
e. Penggunaan anti virus yang up-to-date.dan
f. Penggunaan user fD dan password, terbatas pada yang berhak
mengetahui.
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BERlTA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 41

H. HAMDI

Diundangkan di Banjarrnasin
pada tanggal 18 J _li 2018
Pili. SE E RlS DAERAH KOTABANJARMASIN,

~
H. IBNU SlNA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Juli e:0'18
WALJKOTA BANJARMASIN,

BAB Xlll
KETENTU AN PENUTIJP

Pasal20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahui, memerintahkan perundangan peraturan
walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Banjarmasin.

BABXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18
(1) SKPD yang melanggar keterituan sebagaimana dimaksud dalam Basal 5

ayat (3), Pasal 10 ayat (1), ayat (3), Pasal 12 ayat (6)', ayat C8L dan Pasal 14
ayat (10)dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1), berupa:
a. peringatan lisan ;dan
b. peringatan tulisan berupa surat teguran;

BAS XII
KETENTUAN PERALlHAN

Pasal 19
SKPD terkait penyelenggaraan e-Gouemmenx rnenyesuaikan dengan Peraturan
Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Walikota ini diundangkan.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)" berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.

(5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan
e-Gouernmeni dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan
peraturan yang berlaku.
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ll. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat 1 (saw) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Cuku p Je.1as

Pasa12
Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Cukup Jelas

Pasal 3
Oukup Jelas

Pasal4
Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat ] (satu) sampai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

UMUM
Penyelenggaraan e-Gouernment meru pakan salah satu L1paya dala m
penyelenggaraan pernerintahan yang sernakin .efisien, efektif, transparan,
dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi
dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pernerin tahan.
Penyelenggaraan e-Gouernmerit ini berkaitan dengan pelayanan pu blik dan
non pelayanan publik. Dengan rnemaksirnalkan komponen e-Gcuernmeni
yang diadaptasi dad Pemeringkatan e-Gouernmeni Indonesia (PeGl).
penyelenggaraan e-Gouerruneni di Kota Banjarmasin diharapkan berjalan
maksimal. Komponen tersebut diantaranya adalah perencanaan,
kelernbagaan, kebijakan, sistern inforrnasi dan infrastruktu r TIK.
Diharapkan dengan adanya Peraturan Walikota ini, dapat mewujudkan
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan e-Gouertunent di Kota
Banjarmasin.

r.

PENJ'ELASAN
ATAS

PERATURAN WALlKOTA BANJARMAS1N

NOMOR 41 TABUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
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Ayat (.2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan perjanjian tingkat layanan (seroice level
agreement} adalah perjanjian tingkat layanan antara penyelenggara sistern
dengan pengguna sistem.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kearnanan informasi dan sarana komunikasi"
adalah setiap layanan elektronik harus diamankan secara berlapis mulai
dan perangkat server, perangkat input data sampai dengan sistem
informasi dan ternpat penyimparian datanya, balk fisik maupun logiknya.
Huruf c dan Huruf d Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan stendal' kornpetensi adalah apabila Sumber Daya
Manusia ditugaskan untuk rnelakukan konfigurasi jaringan adalah SDM
yang telah merniliki kemarnpuan dan pengetahuan yang memadai tentang
networking dan sistem pengamanan inforrnasi. SDM yang ditugaskan
untuk mengeJoJa sistern informasi adalah orang yang memiliki
kemampuan mengelola database dan mernahami prinsip-prinsip
pengetahuan database.
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup .Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup .Jelas

Pasal9
Cukup .Jelas

Pasal 10
Ayat 1 (satu] sarnpai dengan 6 (enam) Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat 1 (satu) sarnpai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal12
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
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suatu wadah atau ternpat

g.
h. Yang dimaksud dengan repository adalah

penyimpanan dati berbagai arsip software.
Ayat (3) sampai dengan Ayat (13) Cukup jelas

suatu ukuran dari
dari suatu tempat ke

Yang dimaksud dengan Bandunih adalah
banyaknya informasi yang dapat rnengalir
tempat lain dalarn suatu waktu iertentu.
CukupjeJas

f.

Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dirnaksud dengan System Development Life Cycle (SDLe) adalah
rangkaian penyusunan pengembangan sistem informasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cuku p Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat I (satu) sarnpai dengan 7 (tujuh] Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

a. Cukup jelas

b. Yang dimaksud dengan backbone adalah saluran koneksi utama
jaringan yang merniliki kecepatan sangat tinggi dad satu titik ke titik
lain.

c. Yang dirnaksud dengan fP Publik adalah sebuah I.P Adress yang dapat
diakses oleh publik rnelalui jaringan global (internet).

d. Yang dirnaksud dengan Routing adalah proses pengiriman data
maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari
jaringan satu ke jaringan Jainnya.

e. Cukup jelas
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TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANJARMASTN NOMOR 4')

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan Back up adalah proses mernbuat data .cadangan
dengan cara menyalin atau mernbuat arsip data komputer sehingga data
tersebut dapat digunakan kernbali apabila terjadi kerusakan atau
kehilangan.
Ayat(lS)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 {tiga] Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga] Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)Cukup .Jelas

Pasal 18
Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup -Jelas

Pasa120
Cukup .Jelas


